
M ngingat 

bahwa untuk menindaklanjuti ket ntuan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 T un 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenk tur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Kedldukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pendidikan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undrg Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Ta~ n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah I<pta Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Ti~yr, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Istt. ewa Djogjakarta, 
sebagaimana telah diubah deng Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

1erubahan 
Undang­ 

Undang Nomor 16 dan 17 T un 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar d Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 T4un 2014 tentang 
Pemerintah Daerah ( Lembaraii Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 NomotJ 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indo,esia Nornor 5587), 
sebagaimana telah diubah beb rapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 ahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang ndang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah aerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia 
Nomor 5679 ); 

M nimbang 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E 

TENTANG 
EDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUN SI SERTA TATA 

KERJA DINAS PENDIDIKAN 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 75 TAHUN 2020 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVJNSI JAWA TENGAH 



PERATURAN WALIKOTA TENTA G KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS D N FUNGSI SERTA 
TATA KER.JA DINAS PENDIDIKAN. 

enetapkan 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 T un 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotama a Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten Da rah Tingkat II 
Pekalongan dan Kabupaten Daer Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 T un 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelengg aan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik lndo esia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagai ana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah No or 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang engelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 10 Nomor 112, 
Tambahan Lernbaran Negara publik Indonesia 
Nomor 5157); 

6. Peraturan Pemer:intah Nomor 18 T un 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indo esia Nomor 5887 
sebagaimana telah diubah dengan P raturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentan Perubahan Atas 
Peraturan Pemer:intah Nomor 18 un 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Neg Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Ta un 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Per gkat Daerah Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2016 Nomor 5) sebag~ana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota .. ~fkalongan Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubah Atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Te tang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daera Kota Pekalongan 
(Lembaran Daerah Kota Pekalo gan Tahun 2020 
Nomor 3); 



l 16. 

kasi sebagai guru, 
tutor, instruktur, 
hususannya, serta 

I 
1 . 

ngan. 
Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Din ik adalah Dinas 
Pendidikan Kota Pekalongan. 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pek longan. 
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disin kat UPTD adalah 
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanak kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terten u. 
Satuan Pendidikan adalah kelompok Jayanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal d non formal pada 
setiap jenjang PAUD, Dikdas dan Pendidikan on Formal yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 
PTK adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melati , menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan an usia dini jalur 
pendidikan formal dan pendidikan dasar. 
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkuali 
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, 
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan ke 
berpartisipasi dalam menyclenggarakan pendidikan. 
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat y mengabdikan diri 
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pend dikan. 
Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau 
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicap1 oleh seorang Guru 
dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jab tannya. 
Bantuan Operasional Sekolah atau BOS adalah b tuan pendidikan 
berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah ct madrasah untuk 
kepentingan nonpersonalia. 
Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu 
upaya pernbinaan yang ditujukan kepada anak sejak ahir sampai dengan 
usia 6 (enam} tahun yang dilakukan melalui pe berian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan per cembangan jasmani 
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam m masuki pendidikan 
lebih lanjut. 

7. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat ?NF adalah jalur 
pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat ilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang. 

8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarg dan lingkungan. 

r penyelenggara 
san pemerintahan 

1. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1 
1 

9. 

7. 
8. 

6. 

4. 
5. 

3. 

2. 

D am Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
Daerah adalah Kota Pekalongan, 
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai un 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ur 
yang mcnjadi kewenangan daerah otonom. 
Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalon 
Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekal 



BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA 

DINAS PENDIDIKAN 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1 Dindik merupakan unsur pelaksana urusan pemcrint han yang menjadi 
kewenangan daerah bidang pendidikan. 

(2 Dindik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas 
yang dalam melaksanakan tugasnya berkeduduks di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal3 
S sunan Organisasi Dindik terdiri atas: 
aJ Kepala Dinas; 
bJ Sekretariat 

I 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;. 
2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c Bidang SMP 
1. Seksi Sarana dan Prasarana SMP; 
2. Seksi Kelembagaan SMP; dan 
3. Seksi Peserta Didik dan Kurikulum SMP. 

d Bidang SD 
I. Seksi Sarana dan Prasarana SD; 
2. Seksi Kelembagaan SD; da.n 
3. Seksi Peserta Didik dan Kurikulum SD. 

e Bidang PAUD dan PNF 
1. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF; 
2. Seksi Kelembagaan PAUD dan PNF; dan 
3. Seksi Peserta Didik dan Kurikulum PAUD dan PNF. 

19 Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah alah satu bentuk 
Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan endidikan umum 
padajenjang pendidikan dasar. 

20 Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut MP adalah salah 
satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang enyelenggarakan 
pendidikan umum padajenjang pendidikan dasar, 

21 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang me unjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur ipil Negara dalam 
suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat andiri. 

2 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jaba fungsional yang 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabat n fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlianya. 



tugasnya; 
pengoonlinasian pcngcndalian, pengawasan, pembin an, pengevaluasian 
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksana tugas; dan 

I pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan s suai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 

j. 

i. 

h 

g 

f. 

K pala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan 
u san pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di idang pendidikan 
sef uai dengan kebijakan daerah serta melaksanakan tug a pembantuan yang 
di erikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 

Pasal 6 
Df1am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa Pasal 5, Kepala 
Oras menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan dan penetapan sasaran, program di bidang pendidikan; 
b. perumusan kebijakan di bidang pendidikan; 
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan 

penclidikan sekolah menengah pertama; 
d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas clan fungsi di bidang pengelolaan 

pendidikan sekolah dasar; 
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; 
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan 
pendidik dan tenaga kependidikan; 
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan I ngsi di bidang 
kesekretariatan; 
pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas pemban uan yang diberikan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; 
pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan penera an dan pencapaian 
Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang pe didikan; 
pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan d evaluasi Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pel yanan (SP) bidang 

BAB Ill 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 5 

Pasal4 
B an susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaks dalam Pasal 3 
te cantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tid terpisahkan dari 
Pe aturan Walikota ini. 

f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
1. Seksi Administrasi dan Pembinaan PTK; 
2. Seksi Pendataan dan Penataan PTK; dan 
3. Seksi Kinerja, Kesejahteraan dan Pengernbangan PTK 

g. UPTD; 
h. Satuan Pendidikan; dan 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 



Paragraf 1 
Subbagian Percncanaan dan Evaluasi 

Pasal 9 
( ) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin o eh seorang Kepala 

Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya be ada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

( J Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tu as: 
a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan d evaluasi; 
b. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi p rencanaan program 

dan kegiatan; 
c. menyusun bahan dan pelaksanaan koordina i evaluasi capaian 

program dan kegiatan; 

Pasal7 
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang d melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepa a Kepala Dinas. 
(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penge olaan administrasi 

umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana rogram, kegiatan, 
anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta adminis rasi keuangan. 

Pasal 8 
D lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal Pasal 7 ayat (2), 
Se retaris menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas; 
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas; 
c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiat bidang-bidang; 
d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluas capaian kinerja, 

sasaran, program dan kegiatan; 
e. pembinaan pengelolaan administrasi umum melipu ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, bahan k jasama, teknologi 
informasi, perpustakaan dan kearsipan; 

f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang 
keuangan; 

g. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pel oran barang milik 
daerah; 

h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi; 
1. penyusunan laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) urusan bidang pendidikan; 
j. pengoordinasian penyelesaian tindak Janjut hasil peme iksaan; 
k. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pen valuasian Standar 

Operasional Prosedur (SOP) clan/ atau Stanclar Pel yanan (SP) bidang 
tugasnya; 

I. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJA ), Analisis Beban 
Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJABJ; 

m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pel oran pelaksanaan 
kegiatan; dan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan s suai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 



( ) 

( ) 

i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 2 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 11 
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin ol h seorang Kepala 
Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya beJada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tuga : 
a. menyusun rencana kerja di bidang admini trasi umum dan 

kepegawaian; 
b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administ asi umum meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, bahan erjasama, teknologi 
informasi, perpustakaan dan kearsipan; 

c. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan 
kepegawaian; 

d. melaksanakan pengerolaan data dan infonnas kepegawaian d ari 
administrasi umum; 

e. melaksanakan pengelolaan penyusunan lapor Analisis Jabatan 
(ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB) di 
lingkungan unit Dinas Pendidikan; 

dar Operasional 
bidang tugasnya; 

elaporan capaian d. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi 
kinerja; 

e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi; 
f. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP 
dan 

g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf2 
Subbagian Keuangan 

Pasal 10 
(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepal Subbagian yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan ertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi ke 
b. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi eval 

keuangan; 
c. melaksanakan verifikasi pengelolaan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan; 
d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akun ansi; 
e. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
f. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pe eliharaan barang 

milik daerah; 
g. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan bar g milik daerah; 
h. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 



( ) 

Pasal 14 

Seksi Sarana dan Prasarana SMP dipimpin 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di baw 
jawab kepada Kepala Bidang SMP. 

( ) Seksi Sarana dan Prosarana SMP mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja bidang sarana dan pras ana SMP; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang sarana dan pr sarana SMP; 
c. menyusun inventarisasi kebutuhan sarana dan pr sarana SMP; 
d. menyusun bahan rencana dan program kerja pe gadaan sarana dan 

prasarana SMP; 

Paragraf 1 
Seksi Sarana dan Prasarana SMP 

rang Kepala Seksi 
dan bertanggung 

Pasal 13 
D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), 
Bi ang SMP menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang pembinaan SMP; 
b. perumusan bahan kebijakan bidang pembina SMP dengan 

melaksanakan kajian peraturan perundang-undangan i bidang tugasnya; 
c. pengoordinasian perencanaan pengadaan, pemanta an dan evaluasi 

sarana dan prasarana SMP; 
d. pengoordinasian pembinaan dan pengembangan sara prasarana, 

kurikulum, kelembagaan serta peserta didik SMP; 
e. pengoordinasian penetapan kurikulurn muatan lokal S P; 
f. pengoordinasian pemberian rekomendasi izin pendi an, penataan, dan 

penutupanjenjang sekolah menengah pertama; 
g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan akreditasi SMP 
h pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswran SMP; 
1. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pen valuasian Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pel yanan (SP) bidang 
tugasnya; 

J. pengenclalian, pembinaan, pengevaluasian dan pcla oran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

k pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh atasan se suai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 

f. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Stan ar Pelayanan (SP) 
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang tug snya; dan 

g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiata 

Bagian Ketiga 
Bidang SMP 

Pasal 12 

(1) Bidang SMP dipimpin oleh seorang Kepala Bid g yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan ung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Bidang SMP mempunyai tugas menyelenggarakan koo dinasi perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan S P serta fasilitasi 
pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan Pem rintah Pusat dan 
Pemerintah Provinsi. 



Seksi yang dalam melakaanakan tugasnya bcra a di bawah clan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang SMP. 

( ) Seksi Peserta Didik dan Kurikulum SMP mempunyai t gas : 
a. menyusun rencana kerja bidang peserta didik dan kurikulurn SMP; 

Seksi (1) seorang Kepala 

J. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiata 

Paragraf 2 
Seksi Kelembagaan SMP 

Pasal 15 
(1) Seksi Kelembagaan SMP dipimpin oleh seorang Kepal Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan ung jawab kepada 
Kepala Bidang SMP. 

(2 Seksi Kelembagaan SMP mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja bidang kelembagaan SMP; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang kelembag an SMP dengan 

melaksanakan kajian peraturan perundang- ndangan terkait 
kelembagaan SMP; 

c. menyusun bahan rekomendasi penerbitan izin p ndirian, penataan, 
dan penutupan SMP; 

d. melaksanakan verifikasi dan penyajian laporan p rtanggungjawaban 
dana BOS SMP; 

e. melaksanakan verifikasi beban mengajar Guru SM ; 
f. melaksanakan peningkatan kualifikasi dan kompet nsi PTK SMP; 
g. melaksanakan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan SMP; 
h. melaksanakan program penjaminan mutu pendidi an SMP; 
J. melaksanakan fasilitasi akreditasi SMP; 
j. menyu sun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 3 
Seksi Peserta Didik dan Kurikulum SM' 

Pasal 16 j 
Peserta Didik dan Kurikulum SMP dipimpin !eh 

i. 

prasarana SMP; 
iatan pengadaan 

e. melaksanakan program kerja pengadaan sarana 
f. menyusun bahan pemantauan pelaksanaan 

sarana dan prasarana SMP; 
g. melaksanakan pemantauan kondisi sarana dan pra rana SMP; 
h. melaksanakan pengkajian usulan sarana dan pras a SMP; 

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas pemb tuan di bidang 
sarana dan prasarana SMP; 

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelak anaan kebijakan 
pengadaan sarana dan prasarana SMP; 

j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St ndar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP bidang tugasnya; 
dan 



i. 
h 

D; 
SD; 

clan evaluasi 

e. 
f. 

D · am melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud clal 
B'dang SD menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan program kerja bidang pembinaan SD; 
b. perumusan bahan kebijakan bidang pembinaan SD de gan melaksanakan 

kajian peraturan perundang-undangan bidang tugasny ; 
c. pengoordinasian pembinaan dan pcngembangan 

kurikulum, kelembagaan serta peserta didik SD; 
d. pengoordinasian perencanaan, pengadaan, pernant 

sarana prasarana SD; 
pengoordinasian penetapan kurikulum muatan lokal 
pengoordinasian pembinaan bahasa dan sastra daer 

g. pengoordinasian pembcrian rekomendasi izin pendi an, penataan, dan 
pcnutupan jenjang sekolah dasar; 
pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan akredttasi SD; 
pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesis an SD; 

Pasal 17 ayat (2), 
Pasal 18 

dar Operasional 
bidang tugasnya; 

k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP 
dan 

I. mengevaluasi dan rnelaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Keempat 
Biclang SD 

Pasal 17 

(1) Bidang SD dipimpin oleh seorang Kepala g yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan ung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Bidang SD mempunyai tugas menyelenggarakan koo dinasi perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan D serta fasilitasi 
pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan Pe rintah Pusat dan 
Pemerintah Provinsi, 

b. menyusun bahan kebijakan bidang peserta didik ds kurikulum SMP 
dengan melaksanakan kajian peraturan perundan -undangan terkait 
peserta didik dan kurikulum SMP; 

c. menyusun bahan pembinaan dan pengembang kompetensi dan 
kreativitas peserta didik; 

d. melaksanakan kegiatan dan pengirirnan pembina n, pengembangan 
kornpetensi dan kreativitas peserta didik; 

e. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Penerim Didik 
Baru; 

f. melaksanakan fasilitasi Asesmen Kompetensi Mini 
g. melaksanakan fasilitasi Programme for lnte ational Student 

Assessment (PISA); 
h. melaksanakan fasilitasi Ujian Berbasis Komputer D ing (UBKD); 
i. rnelaksanakan dan mengelola kegiatan penyusun bahan penetapan 

kurikulum rnuatan lokal SMP; 
j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan b hasa dan sastra 

daerah; 



c. menyusun bahan rckomcndaai izin penataan, dan 
penutupan jenjang sekolah dasar; 

d. melaksanakan verifikasi dan penyajian laporan ertanggungjawaban 
dana BOS SD; 

e. melaksanakan verifikasi beban mengajar guru SD· 
f. melaksanakan peningkatan kualifikasi dan komp ensi PTK SD; 

dengan 
terkait 

aan SD 
undangan 

( ) 

Seksi yang dalam 
ung jawab kepada 

( ) 

Pasal 19 
(1) Seksi Sarana dan Prasarana SD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan ertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang SD. 

(2) Seksi Sarana dan Prasarana SD mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja bidang sarana dan prasar na SD; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang sarana dan pra arana SD; 
c. menyusun bahan rencana dan program kerja pen adaan sarana dan 

prasarana SD; 
d. melaksanakan program kerja pengadaan sarana prasarana SD; 
e. menyusun bahan pemantauan pelaksanaan k giatan pengadaan 

sa.rana dan prasarana SD; 
f. melaksanakan pemantauan kondisi sarana dan pra arana SD; 
g. melaksanakan pengkajian usulan sarana dan pras ana SD; 
h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas pernj antuan di bidang 

sarana dan prasa.rana SD; 
1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pel kebijakan 

pengadaan sa.rana dan prasa.rana SD; 
j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S anda.r Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ a.tau Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 2 
Seksi Kelembagaan SD 

Pasal 20 
Seksi Kelembagaan SD dipimpin oleh seorang Kepal 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan 
Kepala Bidang SD. 
Seksi Kelembagaan SD mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja bidang kelembagaan SD; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang kelemb 

melaksanakan kajian peraturan 
kelembagaan SD; 

Paragraf 1 
Seksi Sarana dan Prasarana SD 

j. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan valuasi Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pela. anan (SP) bidang 
tugasnya; 

k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pela ran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan se ai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 



I. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Kelima 
Bidang PAUD dan PNF 

Pasal 22 
( ) Bidang PAUD dan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan °ung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

( ) Bidang PAUD dan PNF mempunyai tugas menyelen arakan koordinasi 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang p ndidikan anak usia 
dini, dan pendidikan nonformal serta fasilitasi pelaksanaan tugas 
pernbantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pe erintah Provinsi. 

dar Operasional 
bidang tugasnya; 

n SD; 

ependidikan bagi g. melaksanakan penyediaan pendidik dan tenaga 
Satuan Pendidikan SD; 

h. melaksanakan program penjaminan mutu pendidik 
i. melaksanakan fasilitasi akreditasi SD; 
j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) 
dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 3 
Seksi Peserta Didik dan Kurikulum SD 

Pasal 21 
(1) Seksi Peserta Didik dan Kurikulum SD dipimpin ol h seorang Kepala 

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berad di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang SD. 

(2) Seksi Peserta Didik dan Kurikulum SD mempunyai tug s : 
a. menyusun rencana kerja bidang peserta didik dan urikulum SD; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang kelemb aan SD dengan 

melaksanakan kajian peraturan perundang-undan an terkait peserta 
didik dan kurikulum SD; 

c. menyusun bahan pembinaan dan pengembang kompetensi dan 
kreativitas peserta didik; 

d. melaksanakan kegiatan dan pengiriman pembina , pengembangan 
kompetensi dan kreativitas peserta didik; 

e. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Peneri aan Peserta Didik 
Baru; 

f. melaksanakan fasilitasi Asesmen Kompetensi Minit um (AKM); 
g. melaksanakan fasilitasi Programme for Int mational Student 

Assessment (PISA); 
h. melaksanakan fasilitasi Ujian Berbasis Komputer D ring (UBKD); 
i. melaksanakan dan mengelola kegiatan penyusun bahan penetapan 

kurikulum muatan lokal SD; 
j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan ahasa dan sastra 

daerah; 
k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 



Paragraf 1 
Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan P F 

Pasal 24 
(1 Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF dipimpin !eh seorang Kepala 

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bera di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PAUD dan P F. 

(2 Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF mernpuny · tugas : 
a. menyusun rencana kerja bidang sarana dan pr sarana PAUD dan 

PNF; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang sarana dan p sarana PAUD dan 

PNF; 
c. menyusun bahan rencana dan program kerja pen adaan sarana dan 

prasarana PAUD dan PNF; 
d. melaksanakan program kerja pengadaan sarana prasarana PAUD 

dan PNF; 
e. menyusun bahan pemantauan pelaksanaan 

sarana dan prasarana PAUD dan PNF; 
f. melaksanakan pemantauan kondisi sarana dan p asarana PAUD dan 

PNF; 
g. melaksanakan pengkajian usulan sarana dan pr sarana PAUD dan 

PNF; 
h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas pe antuan di bidang 

sarana dan prasarana PAUD dan PNF; 

g. pengoordinasian rekomendasi fasilitasi pemberian rekomendasi izin 
pendirian dan penutupan PAUD dan PNF; 

h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF; 
i. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan kes waan PAUD dan 

PNF; 
j. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pela anan (SP) bidang 
tugasnya; 

k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pela oran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan se uai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 

e. 
f. 

d. 

c. 

D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), 
Bi ang PAUD dan PNF menyelenggarakan fungsi : 

perumusan program kerja bidang pernbinaan PAUD d 
perumusan bahan kebijakan bidang pembinaan PAU dan PNF dengan 
melaksanakan kajian peraturan perundang-undangan idang tugasnya; 
pengoordinasian pembinaan dan pengembangan 
kurikulum, kelernbagaan serta peserta didik PAUD dan 
pengoordinasian perencanaan, pengadaan, pemanta 
sarana prasarana PAUD dan PNF; 
pengoordinasian penetapan kurikulum muatan lokal AUD dan PNF; 
pengoordinasian rekomendasi penerbitan izin pendiri n, penataan, dan 
penutupan PAUD clan PNF; 

Pasal 23 

rana prasarana, 
NF; 
an dan evaluasi 

a. 
b. 



e. melaksanakan verifikasi beban mengajar guru PAU dan PNF; 
f. melaksanakan peningkatan kualifikasi dan kompet nsi PTK PAUD dan 

PNF; 
g. melaksanakan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan PAUD dan PNF; 
h. melaksanakan program penjaminan mutu pendidi an PAUD dan PNF; 
i. melaksanakan fasilitasi akreditasi PAUD dan PNF; 
j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pclayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatT. 

Paragraf 3 
Seksi Peserta Didik dan Kurikulum PAUD d PNF 

Pasal 26 
( ) Seksi Peserta Didik dan Kurikulum PAUD dan PNF di impin oleh seorang 

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya b rada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PAUD dan F. 

( ) Seksi Peserta Didik dan Kurikulum PAUD dan PNF me punyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja di bidang peserta didik d n kurikulum PAUD 

dan PNF; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang peserta didik kurikulum PAUD 

dan PNF ctengan melaksanakan kajian per turan perundang­ 
undangan terkait peserta didik dan kurikulum PA D dan PNF; 

c. menyusun bahan pembinaan dan pengembang kompetensi dan 
kreativitas peserta didik; 

ct. melaksanakan kegiatan dan pengiriman pembin an, pengembangan 
kompetensi dan kreativitas peserta didik; 

rtanggungjawaban 

, penataan, dan 

D dan PNF; 
PAUD dan PNF 

-undangan terkait 

(2 

rang Kepala Seksi 
dan bertanggung 

( 1) 

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelak anaan kebijakan 
pengadaan sarana dan prasarana PAUD dan PNF; 

j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St ndar Opcrasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP bidang tugasnya; 
dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf2 
Seksi Kelembagaan PAUD dan PNF 

Pasal 25 
Seksi Kelembagaan PAUD dan PNF dipimpin oleh se 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di baw 
jawab kepada Kepala Bidang PAUD dan PNF. 
Seksi Kelembagaan PAUD dan PNF mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja di bidang kelembagaan PA 
b. menyusun bahan kebijakan bidang kelembaga 

dengan melaksanakan kajian peraturan perundan 
kelembagaan PAUD dan PNF; 

c. menyusun bahan rekomendasi izin pendiri 
penutupan PAUD dan PNF; 

d. melaksanakan verifikasi dan penyajian laporan p 
dana BOS PAUD dan PNF; 



Pasal 28 
D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal Pasal 39 ayat (2), 
B dang Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarak fungsi : 
a. perumusan program kerja bidang pendidik dan tenaga ependidikan; 
b. perumusan bahan kebijakan bidang pendidik dan t naga kependidikan 

dengan melaksanakan kajian peraturan perundan -undangan bidang 
tugasnya; 

c. pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan pengen alian formasi, serta 
pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pad pendidikan anak 
usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan dasar 

d pengoordinasian penyusunan laporan Analisis Jabat (ANJAB), Analisis 
Beban Kerja (ABK) clan Evaluasi Jabatan (EVJAB) di lingkungan Satuan 
Pendidikan; 

e. pengoordinasian pengembangan karir dan penilaian inerja pendidik dan 
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usi dini, pendidikan 
nonformal dan pendidikan dasar; 

f. pengoordinasian peningkatan kualifikasi dan komp9tensi pendidik clan 
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usi dini, pendidikan 
nonfonnal dan pendidikan dasar: 

g pengoordinasian peningkatan kesejahteraan serta pe berian penghargaan 
dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidik pada pendidikan 
anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan asar; 

e. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Penerim an Peserta Didik 
Baru; 

f. melaksanakan fasilitasi Asesmen Kompetensi Mini m (AKM); 
g. melaksanakan fasilitasi Ujian Berbasis Komput r Daring (UBKD) 

pendidikan kesetaraan; 
h. melaksanakan dan mengelola kegiatan penyusuna bahan penetapan 

kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF; 
i. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra da rah; 
j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP bidang tugasnya; 
dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Keenam 
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidik 

Pasal 27 
(1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin o eh seorang Kepala 

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bera a di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2 Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan empunyai tugas 
menyelenggarakan koordinasi perumusan dan pelaks aan kebijakan di 
bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidik pada pendidikan 
anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan asar serta fasilitasi 
pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan Pei erintah Pusat dan 
Pemerintah Provinsi. 



Pasal 29 
( 1 Seksi Administrasi dan Pembinaan PTK dipimpin ol h seorang Kepala 

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Tenaga 
Kependidikan. 

(2 Seksi Administrasi clan Pembinaan PTK rncmpunyai tu as : 
a. menyusun rencana kerja bidang adrninistrasi dan p mbinaan PTK; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang adrninistrasi d pembinaan PTK 

dengan melaksanakan kajian peraturan perundan -undangan tcrkait 
administrasi dan pembinaan PTK; 

c. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan kedisi Jinan dan layanan 
administrasi PTK; 

d. melaksanakan pembinaan khusus kepada PTK; 
e. melaksanakan pembinaan mental, motivasi clan indset PTK secara 

berkala; 
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ke ijakan pembinaan 

kedisiplinan dan layanan administrasi PTK; 
g. melaksanakan pclayanan bahan usu Ian ad min· trasi kepegawaian 

PTK; 
h. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 

i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 1. 

Paragraf 2 
Seksi Pendataan dan Penataan PTK 

Pasal 30 
( ) Seksi Pendataan dan Pcnataan PTK dipimpin oleh s orang Kepala Seksi 

yang dala.m. melaksanakan tugasnya berada di baw h dan bertariggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Ke endidikan. 
Seksi Pendataan dan Penataan PTK mempunyai tuga 
a. menyusun rencana kerja bidang pendataan dan p nataan PTK; 

pengoordinasian usu! kenaikan pangkat, peningkat 
pendataan pendidik dan tenaga kependidikan pada pe 
PAUD; 

J. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan valuasi Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pela anan (SP) bidang 
tugasnya; 

k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pela oran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan se ai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 

kompetensi dan 
didikan dasar dan 

h. pengoordinasian pembinaan kedisiplinan pendid k clan tenaga 
kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidi an nonfonnal dan 
pendidikan dasar; 

Paragraf 1 
Seksi Administrasi dan Pembinaan PTK 

I. 



b. menyusun bahan kebijakan bidang pendataan penataan PTK 
dengan melaksanakan kajian peraturan perundan -undangan terkait 
pendataan dan penataan PTK; 

c. menyusun bahan pelaksanaan pendataan dan mu i PTK; 
d. menyusun bezzeting dan kebutuhan formasi PTK Sa uan Pendidikan; 
e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan Analisis Jabatan 

(ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi abatan (EVJAB) di 
lingkungan Satuan Pendidikan; 

f. melaksanakan mutasi PTK; 
g. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP bidang tugasnya; 
dan 

h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiata 

Paragraf 3 
Seksi Kinerja, Kesejahteraan dan Pengembang PTK 

Pasal 31 

(1 Seksi Kinerja, Kesejahteraan dan Pengembangan K dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan gasnya berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bid g Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan. 

(2 Seksi Kinerja, Kesejahteraan dan Pengembangan PTK empunyai tugas: 
a. menyusun rencana kerja bidang kinerja, esejahteraan dan 

pengembangan PTK; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang kinerja, esejahteraan dan 

pengembangan PTK dengan melaksanakan kajian peraturan 
perundang-undangan terkait kinerja, ke ejahteraan dan 
pengembangan PTK; 

c. melaksanakan pengembangan kompetensi dan ualifikasi pendidik 
dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak u ia dini, pendidikan 
nonformal dan pendidikan dasar; 

d. menyusun bahan pelaksanaan kinerja dan kesejah eraan PTK; 
e. melaksanakan peningkatan kesejahteraan PTK non PNS; 
f. menyusun bahan dan administrasi pencairan Tun angan Profesi Guru 

serta tambahan penghasilan PTK; 
g. menyusun bahan penilaian kinerja PTK; 
h. menyusun bahan penilaian angka kredit PTK; 
i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S a.ndar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (Sr) bidang tugasnya; 
dan 

J· mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat . 

Bagian Ketujuh 
Satuan Pendidikan 

Pasal 32 

( ) UPTD di Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan. 
( ) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada. yat (1) terdiri dari 

sejumlah unit Satuan Pendidikan denga.n sejumlah endidik dan Tenaga 
Kependidikan sesuai ketentua.n pera.tura.n perundang ndangan. 



BAB IV 
TATA KERJA 

Pasal 34 
D am rnelaksanakan tugasnya. Kepala Dinas wajib m nerapkan prinsip 
kof rdinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifika.si se ara vertikal dan 
ho izontal baik di lingkungan masing-masing maupun de gan instansi lain 
se uai denga.n tuga.snya. 

Pasal 35 
(1) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahan masing-rnasi g dan mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesua.i denga.n pe tura.n perundang­ 
undanga.n yang berla.ku apabila terjadi penyimpa.ngan. 

(2) Kepala Dinas bertanggung ja.wab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahan masing-masing, serta memberika.n bimbinga.n dan petunjuk bagi 
pelaksanaa.n tugas bawahan masing-rnasing. 

(7) 

(6) 

(5) 

( 1) 
(2) 

al. 
d pada ayat ( 1) 
ional yang terbagi 
nya. 
aksud pada ayat 

Pada Dindik dapat dibentuk Kelompok Jabatan Pungsio 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaks 
terdiri atas sejumlah tenaga dalamjenjangjabatan fun 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahli 

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di 
(1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional seba aimana dimaksud 
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan per uran perundang­ 
undangan. 
Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsi al sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ke entuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional din pola hubungan 
kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ~imaksud ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-u dangan. 
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung 
jawab kepacla Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/ au Kepala Biclang 
dan/ atau Kepala Seksi/ Kepala Subbagian sesuai ienis dan jenjang 
jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksa aan tugas jabatan 
fungsional. 

(3) Setiap unit Satuan Pendidikan sebagaimana pada aya (2) dipimpin oleh 
seorang Kepala Satuan Pendidikan yang diangkat dan iberhentikan oleh 
Walikota. 

(4) Jenis, jenjang dan jumlah Pendidik dan Ten ga Kependidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berd sarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da at dibentuk UPTD 
lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(6) Pembentukan UPTD sebagaimana dirnaksud pada ay t (1) dan ayat (5) 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 33 



Pa a saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, P aturan Walikota 
Pe alongan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Sufunan Organisasi, 
Tu as dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Rekalongan (Serita 
Da rah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 68), dicabut d dinyatakan tidak 
be laku. 

Pasal 39 

BAB Vil 
KETENTUAN PENUTUP 

Pej bat yang ada pada Dindik tetap menduduki jabatannya , an melaksanakan 
asnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berd sarkan Peraturan 

W ikota ini. 

BAB VI 
Kl!:TENTUAN PERALIHAN 

Pasal 38 

Ur ian tugas Dinas Pendidikan diatur lebih Janjut dengan eraturan Walikota 
ter endiri. 

Pasal 37 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Setiap pimpinan pada Dinas Pendidikan wajib men ampaikan laporan 
pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat w u kepada atasan 
masing-masing. 

(2) Setiap laporan yang diterima dapat diolah dan dipergun an sebagai bahan 
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk me berikan petunjuk 
kepada bawahan masing-masing. 

(3) Setiap laporan Dinas Pendidikan tembusannya dapat d ampaikan kepada 
perangkat daerah lain yang secara fungsional mempuny hubungan kerja. 

Pasal 36 

(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Ke ala Seksi masing­ 
masing bertanggung jawab memberikan bimbingan pembinaan dan 
petunjuk kepada bawahannya serta melaporkan hasil hasil pelaksanaan 
tugas menurutjenjangjabatannya masing-masing, 



No. JAB l\ To N PARAF 
1. SEKOA --··---+-+----' 2. AS!S TEr11 t 

. ·~··--r-+,--...1_~ ,__3_.-'-,;K.ABA=G7H~·u,··~·w~1-u:~~--I 
·- 4. KASUBAG ~J 

PENANGGUtilG JAWAB 

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 . OMOR 75 

Oil ndangkan di Pekalongan 
pa1 a tanggal 30 November 2020 

M. SAELANY ~ ACHF'UDZ 

Ttd 

WALIKOTA PE CALONGAN, 
Cap 

Ditetapkan di Pekalong in 

pada tanggal 30 Novem oer 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengur dangan Peraturan 
W; likota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K, ta Pekalongan. 

Pasal 40 
Pe .. aturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundaru kan. 
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